
Disampaikan dalam acara: 

LIVE INSTAGRAM “SEMARAK UMKM MEGA TALKSHOW” 

Jakarta, 14 Agustus 2021 

DI TENGAH PANDEMI 

UNTUK KEBANGKITAN UMKM 

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO Eddy Satriya  
(@uddaeddy) 



PERKEMBANGAN UMKM  

DI INDONESIA 

2 



KONDISI GLOBAL MENURUT OECD 
Aktivitas perekonomian global terganggu akibat Covid-19 dan menyebabkan proyeksi pertumbuhan global jatuh pada tahun 2020. Pemulihan pertumbuhan ekonomi global 
diperkirakan akan lambat dan dampak ekonomi ini diperkirakan akan bertahan lama karena ketidakpastian kondisi kapan Pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun Aktivitas 

mulai meningkat dilihat dari Proyeksi Kontraksi dan Rebound tahun 2021, Indeks Proyeksi PDB di Beberapa Negara, dan Aktivitas Manufaktur Global 
yang meningkat ke level Ekspansi (>50%) 

EFEK NEGATIF COVID-19 SECARA GLOBAL 

Sumber: OECD (2020) 

Sumber: BPS & Kemenko Perekonomian 

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%, yoy) 
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Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019, update diolah 4 



DAMPAK COVID-19 KEPADA UMKM INDONESIA 

Source: ADB, October 2020 Sumber : ADB - Rapid Survey Dampak Covid-19 pada UMKM Indonesia 
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Dampak Covid-19 Terhadap UMKM 
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TRANSFORMASI FORMAL 

UMKM 
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KEMUDAHAN Berusaha 

Dan PENDAFTARAN 

SERTIFIKASI PRODUK  

BAGIUMKM 
 

• Sederet persoalan yang menghambat produk Usaha, 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menembus 

pasar global. 

• Salah satunya adalah sertifikasi. UMKM harus 

mengantongi banyak sertifikasi agar produknya bisa 

berdaya saing. Namun biayanya cukup mahal untuk 

bisa mengikuti berbagai sertifikasi. 

• Sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan juga 
mahalnya biaya sertifikasi jadi penghalang UMKM 

• Saat ini, standar pengajuan yang digunakan pelaku UMKM 
masih mengikuti standar yang digunakan untuk skala 
industri. Tak heran, banyak pelaku UMKM yang sulit 
mendapatkan izin edar produk 

• harus perjuangkan Kepengurusan Sertifikasi bisa 
semakin mudah. Untuk itu perlu dorongan standar 
khusus yang diusulkan ke pemegang kebijakan  agar 
Kepengurusan sertifikasi harus lebih mudah. 

SUMBER: SPEECH MENKOPUKM & MENKEU 

BACKGROUND 
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
TRANSFORMASI KUMKM 2020-2024 

TRANSFORMASI 
USAHA  
INFORMAL KE 
FORMAL 

1 

TRANSFORMASI KE 
DIGITAL  DAN 
PEMANFAATAN 
TEKNOLOGI 

2 

TRANSFORMASI KE 
DALAM  RANTAI 
NILAI 

3 

MODERNISASI 
KOPERASI 
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Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai 
tambah  ekonomi pada tahun 2020-2024 
Mencakup Penguatan  Kewirausahaan, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  dan 
Koperasi, yaitu: 

Meningkatkan kemitraan usaha antara 

usaha mikro kecil dan usaha menengah 

besar; 

1 

Meningkatkan penciptaan peluang 
usaha dan  start-up; serta 

4 

AMANAT 

RPJMN 

2 Meningkatkan kapasitas usaha dan akses 

pembiayaan   

bagi wirausaha; 

3 
Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan 
inovasi   
koperasi; 

5 Meningkatkan nilai tambah usaha sosial. 

STRATEGI 

TRANSFORMASI 

Kontribusi Koperasi terhadap 

PDB (%) 
 

Kontribusi UMKM terhadap 

PDB (%) 
 

Rasio Kewirausahaan Nasional 

(%) 
 

Koperasi Modern (unit) 
 

Kotribusi Ekpor UKM terhadap  

Ekpor Non Migas (%) 
 

Usaha Mikro yang 

Bertransformasi  

Dari Informal ke Formal(%) 
 

Pertumbuhan Wirausaha (%) 
 

Pertumbuhan Start-Up (unit) 

5,2 

3,55 

100 

15,7 

4 

2,5 

50 

62 

INDIKATOR TARGET 

5,5 

3,95 

100 

17 

4 

4 

200 

65 

2021 2024 

PENDEKATAN BERBASIS KLASTER/KOMODITAS: Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kuliner, Fashion Moeslem, Home Deco, Pertanian/Perikanan/Peternakan   
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• Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2020 minus 2,19%, 

Dampak Covid 19 

• Tingkat kemudahan berusaha di Tanah Air berada di level 73, di 

bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.  

• Aturan turunan UUCK diyakini bisa mengerek peringkat Easy of Doing 

Business (EoDB) Indonesia ke posisi 40 pada 2024.  

• Dari 64,19 juta UMK-M,  64,14 juta adalah UMK  yang sebagian besar  

berada di sektor  informal, sehingga  perlu didorong untuk  

bertranformasi  menjadi formal. 

• Baru 2,4% (2.208.993 NIB) dari Total UMK yang memiliki NIB Per 30 

April 2021 

• Profil UMK 2019 Dari total 4.380.176 Usaha, 96% Usaha Tidak Memiliki 

Sertifikat,  

• Dari total 4% (168.161 Usaha) memiliki sertifikat berupa sertifikat SNI, 

HKI, dan Sertifikat lainnya 

 

KONDISI TERKINI 

Sumber: Formalisation of Micro Enterprises in ASEAN: Policy Insight (OECD, 2020), dan BPS 2019. BKPM April 2021.  

KEMUDAHAN USAHA BAGI UMK 

Survei Ease of Doing Business (EODB) 
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BEBERAPA MASALAH UMUM STANDARISASI/SERTIFIKASI 

1. Tingginya permintaan fasilitasi sertifikasi produk bagi 
pelaku usaha tidak diimbangi dengan anggaran tersedia  

2. Pelaku Usaha kurang Proaktif dalam memperoleh Informasi 
Standarisasi/Sertifikasi Produk hanya Pelaku Usaha yang 
tergabung atau merupakan Binaan Asosiasi/Organisasi 
Usaha yang mau mengakses Sertifikasi/Izin edar Produk  

3. Lambatnya respon pelaku usaha dalam proses 
pemberkasan/pengumpulan persyaratan program 

4. Ketidakjelasan dalam memperoleh bahan baku produk yang 
sesuai ketentuan 

5. Terbatas dalam mengikuti penyuluhan keamanan 
pangan/Cara Produksi Pangan Yang baik dari instansi terkait 

6. Tidak tersosialisasikan urgensi isu legalitas usaha dan 
standarisasi serta sertifikasi produk 

 

Sumber: UKMINDONESIA.id, 2020, Bidangkemudahanusahamikro 2021 

SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU UMKM 

1. Penyebaran informasi mengenai 
standarisasi/sertifikasi yang tidak merata 

2. Proses yang panjang dan berbelit-belit 
3. Biaya pengurusan yang mahal 
4. Tidak terbatas hanya di sertifikasi produk 

REGULASI 
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Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat &  Daerah bagi UMKM Sesuai PP NO 7 Tahun 2021 

Kemudahan  

Legalitas 

Kemudahan  

Produksi dan  

Pembiayaan 

Kemudahan  

Pemasaran  dan 

Pasca  Produksi 

• Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat  perbelanjaan, maupun infrastruktur publik  

bagi UMK 

• Alokasi minimal 40% pengadaan  barang/jasa pemerintah untuk produk UMK. 

 

• Pembebasan biaya perizinan bagi UMK 
• Kemudahan pembiayaan dan permodalan; 

• Kemudahan penyediaan bahan baku dan  proses produksi; 

• Peningkatan kualitas SDM UMK 

 

• Pendirian Perseroan Perseorangan bagi UMK 

• NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK  (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas,  

legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal) 

• Pembinaan pemenuhan standar produk 

dan sertifikat halal oleh Pemerintah 
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UPAYA  MENDORONG UMKM MASUK PASAR GLOBAL 
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STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO 2021 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

FASILITASI KEMITRAAN 
DENGAN USAHA MENENGAH 
DAN BESAR 

Linkage antara Usaha Mikro 
dengan jaringan Industri yang 

lebih besar masih minim 

Mindset Usaha Mikro bahwa 
Formalisasi Usaha Tidak di butuhkan 

PENINGKATAN 
KAPASITAS USAHA 
MELALUI PELATIHAN 

Literasi Usaha Mikro 
mengenai Produksi dan 

Pemasaran masih rendah KONTRIBUSI UMKM 
NAIK KELAS 

PERMASALAHAN STRATEGI 

4 
Akses Pembiayaan yang 

terbatas 4 
PENINGKATAN AKSES 
PEMBIAYAAN 

TRANSFORMASI USAHA MIKRO 
DARI INFORMAL KE FORMAL 
Untuk Memberikan Kepastian Hukum, Pendanaan, 
Perluasan Pasar dan Peningkatan kualitas Produk 

DAMPAK 

TARGET 
2021 

1. Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDB (37,34%) 
2. Usaha Mikro yang mengalami transformasi dari informal ke formal (4%) 
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Source: BKPM, JAN 2021 

• Modal Kecil 

• Peralatan sederhana 

• Laba Relatif kecil 

• Tidak membayar pajak 

• Tidak Berizin 

• Tanpa Pembukuan 

• Dikelola sedikit orang 

• Pemasaran terbatas 

TAHUN 2020 

USAHA INFORMAL 

Ciri-Ciri: 

TANTANGAN TAHUN 2021* 

LEGALITAS  
USAHA (NIB) 

5000 Anggaran Existing 

(2,5 Juta Prakiraan Target) 

500 TERSERTIFIKASI  

PRODUK 

(HALAL, SPP-IRT, MD,  
SNI, HA.KI) 

• Memiliki kecukupan 

modal 

• Memiliki izin usaha 

• Laba cukup besar 

• Mampu membayar pajak 

SCALING UP USAHA 

MIKRO 
Ciri-Ciri Usaha Formal: •Memiliki alat produksi 

•Memiliki laporan 

keuangan 

•Pemasaran luas 

•Memiliki tenaga kerja 

PROGRAM TRANSFORMASI FORMAL USAHA MIKRO 

USAHA 

MIKRO 

Pemulihan 

1.000  UMI 

Dalam hal  

terjadi kondisi  

darurat 

tertentu 

Outcom

e 

Terdampak Pandemi Kesulitan Modal 

Tidak Terkoneksi Dengan 

Ekosistem Digital dan 

Market Supply Chain 

Minimnya Pendampingan 

Sejak Diluncurkan Juli 2018, OSS Sudah Menerbitkan 
3.308.083 NIB dengan total UMKM 2.668.343 

POTRET PERIZINAN BERUSAHA UMKM MELALUI OSS 
(PERIODE 8 JUNI 2018- 30 APRIL 2021) 

Usaha Besar           Usaha Menengah          Usaha Mikro dan Kecil 
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1. Dukungan kebijakan, program, dan anggaran dalam rangka kemudahan berusaha; 

2. Penyediaan data dan informasi KUMKM; 

3. Penyelenggaraan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang obat tradisional, 

kosmetik, dan pangan olahan bagi KUMKM serta masyarakat; 

4. Pendampingan bagi KUMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat atau 

manfaat, mutu Obat Tradisonal, Kosmetik, dan Pangan Olahan;  

5. Pembentukan fasilitator keamanan obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan; 

6. Konsultasi layanan hukum dan kemudahan berusaha;  

Meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi akses teknologi, 
permodalan dan pemasaran produk, pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan yang 
Baik (CPPOB) memfasilitasi pengujian labotararium dalam rangka registrasi dan 
penjaminan kemanan pangan produk KUMKM. 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPOM tentang 
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di bidang Obat Tradisional, Kosmetik 

dan Pengolahan Pangan  

MAKSUD DAN TUJUAN 

RUANG LINGKUP 
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KEMUDAHAN BAGI USAHA MIKRO YANG TELAH DILAKSANAKAN BERSAMA BPOM 

Mengadakan Desk Registrasi dan Coaching clinic bagi Usaha  Kecil dan Mikro (UMK) yang mendaftar melalui 
Kementerian  Koperasi dan UKM 

Pendaftaran mandiri oleh Usaha mikro dan kecil biaya registrasi 50% dari tarif normal 

BPOM Mengadakan Program Jemput Bola Proses Registrasi baik secara luring maupun daring; 

Kini mengurus Izin Edar di BPOM telah dilakukan simplifikasi persyaratan dan durasi kepengurusan lebih cepat 

Pemeriksanaan sarana dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan  hygiene sanitasi 
meminimalisir biaya renovasi sarana ruang produk 

Membuka akses rumah informasi registrasi pangan olahan untuk mencari tahu apakah produk UMKM wajib didaftarkan 
di BPOM atau tidak; 

Sejalan dengan implementasi PP No 7 th 2021, biaya perizinan bagi skala usaha mikro kecil difasilitasi biaya pengganti 
kepengurusan oleh Kementerian Koperasi dan UKM berupa pengganti biaya pengujian produk dan pendaftaran e reg 
dengan Kuota terbatas. 
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KOLABOR-AKSI PROGRAM PERIZINAN DAN  
SERTIFIKASI BAGI USAHA MIKRO 

Percepatan penerbitan NIB bagi usaha mikro melalui program 

TRANSFUMI dengan membentuk GARDA TRANSFUMI (bersinergi dengan 

MercyCorps Indonesia, BKPM, BPJPH, dan BSN)  

Percepatan penerbitan SPP-IRT melalui fasilitasi Penyuluhan Keamanan 

Pangan (bersinergi dengan Dinas KUKM dan Dinas Kesehatan di wilayah 

setempat)   

Percepatan penerbitan Izin Edar MD bersama BPOM (telah 

ditandatangani perpanjangan MoU antara Kementerian KUKM dan 

BPOM dalam rangka meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam 

memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan KUMKM  

PP No. 05 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko 

PP No. 06 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 
Daerah 

PP No. 07 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan, dan 
Pemberdayaan KUMKM 

PP No. 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 
Halal 

UU 

Cipta 

Kerja 

Klaster Perizinan Usaha, Kemudahan 

Usaha dan Dukungan KUMKM 
(Ps. 6 & 7) 

DASAR PELAKSANAAN PELAKSANAAN AKSELERASI PERIZINAN 
DAN SERTIFIKASI PRODUK 
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UMik DAFTAR 
ONLINE BIT.LY 

KURASI KONSULTAN 
PENDAMPING MEREK 

BPJPH 

KOORDINASI TEKNIS 

PENDAFTARAN ONLINE 

PENGUJIAN PRODUK 

PROSES BISNIS PENDAFTARAN SERTIFIKASI PRODUK BAGI USAHA MIKRO 

KONSULTAN 
PENDAMPING HALAL 

KONSULTAN 
PENDAMPING IZIN EDAR 

KURASI 

KURASI 

AUDIT LPH FATWA HALAL 

E-Reg Online 

Desk Registrasi dan  
Coaching clinic 

PENDAMPINGAN 
PENDAFTARAN PRODUK 
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PERSYARATAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI PRODUK BAGI USAHA MIKRO 

PERSYARATAN KHUSUS PESERTA PERSYARATAN UMUM PESERTA: 
 
1. Memiliki nomor induk berusaha 
2. Memiliki nomor induk kependudukan 
3. Memiliki Alamat Domisili yang jelas 
4. Mengisi formulir pendaftaran online 

link bit.Ly 
5. Memiliki Modal Usaha ≤ Rp 1 M 

(tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha) atau Hasil Penjualan 
Tahunan ≤ Rp 2 M 

6. Memiliki Produk secara kontinu 
diproduksi selama 2 Tahun 

7. Memiliki Website/Medsos 
8. Mengikuti Prosedur yang ditetapkan 

sesuai ketentuan Berlaku 

1. PENDAFTARAN SPP IRT 
• Diusulkan Pelaku Usaha sebanyak 50 

Orang untuk dilakukan pendampingan  
• Memiliki Denah lokasi bangunan produksi 
• Pas Foto 3x4 sebanyak 1 Lembar dan 4x6 

sebanyak jumlah produk yang ingin 
didaftarkan  

2. PENDAFTARAN MEREK 
• Memiliki Etiket Merek/Lebel sebanyak 6 

Lembar (Uk. Min 2x2 cm maksimal 9x9 
cm) 

• Usulan nama/Label merek belum pernah 
didaftarkan dan tidak meniru atau 
memiliki persamaan pada merek sudah 
terbit/beredar 

3. PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL REGULER 
• Menyertakan Nama Produk  
• Daftar Produk dan Bahan Digunakan 
• Proses Pengolahan Produk 
• Memiliki SPP-IRT 
• Daftar Bahan Baku (apabila berbahan baku hewani 

dapat ditunjukan asal pembelian bahan yan 
bersertifikat halal) 
 

4. PENDAFTARAN MD BPOM (MAKANAN DALAM) 
• Menyertakan Produk yang akan diujilabkan seberat 

800 gram  
• Daftar Bahan Digunakan 
• Proses Pengolahan Produk sudah terpisah dengan 

kegiatan Rumah Tangga 
• Telah Memiliki Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) 

dengan nilai Minimal B dari BPOM 
• Apabila tidak memiliki PSB akan diteruskan mengikuti 

program sosialisasi dari BPOM 
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KRITIK/SARAN/SURAT MENYURAT  
DAPAT MELALUI EMAIL: 
1. berry.fauzi@kemenkopukm.go.id 
2. bid.kumi@gmail.com 

 

OPEN CALL PENDAFTARAN SERTIFIKASI PRODUK: 
1. bit.ly/SPP-IRT_UMI 
2. bit.ly/Sertifikat_Halal_UMI 
3. bit.ly/Merekcipta_UMI 
4. bit.ly/IzinEdarMD_UMI 

 
Catatan: Open Call Pendaftaran Sertifikasi Produk dalam rangka 
Penghimpunan Database bagi pelaku Usaha Mikro yang berminat 
untuk mengakses Program Sertifikasi Produk yang diselenggarakan 
Oleh Bidang Kemudahan Usaha Mikro, KemenkopUKM dengan Kouta 
terbatas untuk tahun anggaran 2022. 
 
Pendaftar yang teralokasi sewaktu-waktu akan dihubungi resmi dari 
Tim Kerja Bidang Kemudahan Usaha Mikro.  

 

AKSES PENDAMPINGAN PROGRAM KEMUDAHAN USAHA MIKRO 

AKSES PENDAMPINGAN  
LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA OSS-RBA  

              MELALUI PROGRAM GARDA TRANSFUMI               

SITI NUR MAFTUHAH 
(Ceu Meta) 
Korwil Garda Jabar 
0812-2287-8149 

HANI KHAERUNNISA 
Korwil Garda Jadetabek-banten 
0813-1906-5878 

TRI HARSO WIBOWO 
(Kang Bedjo) 
Korwil Garda D.I.Yogyakarta 
0812-2796-7168 

HADI SUCAHYONO 
Korwil Garda Jateng 
0813-2225-1447 

ARI PRABOWO 
Korwil Garda Jatim 
0815-1527-2829 

Catatan: Pendampingan Akses Legalisasi Usaha Bagi Usaha Mikro Gratis 
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Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta 

usaha mikro dengan total anggaran sebesar Rp 15,36 T. 

a. Tahap I: 9,8 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 11,76 Triliun 

(telah tersalurkan 100%); 

b. Tahap II: 3 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 3,6 Triliun 

(disalurkan bulan Juli-Agustus 2021). Di Juli 2021 telah di realisasikan 

untuk sebanyak 2.043.302 penerima (telah di SK kan); 

Kredit Usaha Rakyat (KUR)  

Sampai 1 Agustus 2021 terealisasi sebesar Rp 144,88 triliun atau 

sebesar (57,12%) dari target penyaluran KUR sebesar Rp 253,64 triliun 

kepada 3.179.228 debitur. 

Optimalisasi Bantuan Pasca Bencana Bagi Usaha Mikro: 

a. Fokus lokasi: Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Pandeglang 

dan Lebak, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat. 

b. Telah disalurkan sebesar Rp 700 Juta untuk 350 UMi di Provinsi 

Sulawesi Barat (Kab. Mamuju, Kab. Majene) dan Prov. Banten (Kab. 

Pandeglang). 

1 

2 

3 

PROGRAM STRATEGIS BAGI PEMULIHAN EKONOMI  UMKM 

SINERGI 

KOLABORASI 

Fasilitasi pengembangan kapasitas usaha UMKM 

 Pelatihan/Capacity Building melalui Offline maupun Online (edukumkm.id, 

SPARC Campus, Podcast). 

 Pengembangan Bantuan teknis (mentoring pendampingan). 

 Literasi Digital. 

 Kakak Asuh UMKM. 

Fasilitasi akses promosi/perluasan pasar produk UMKM 

 Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia. 

 Kebijakan Fasilitasi onboarding produk UMKM (Laman LKPP/Bela Pengadaan, PADI). 

 Optimalisasi belanja Pemerintah dalam pengadaan B/J KUMKM. 

 E-Catalogue/E-Booklet. 

 Optimalisasi peran PLUT-KUMKM sebagai hub Promosi/Pasar Produk KUMKM. 

 SMESCO sebagai Center of Excellent dan Trading House Nasional. 

 Fasilitasi UMKM melalui pameran di dalam & Luar Negeri (Offline/Online). 

Fasilitasi legalitas & sertifikasi UMKM 

 Transformasi Informal ke Formal (Kemudahan Akses NIB). 

 Penguatan Produk UMKM: Sertifikasi, Standarisasi (HaKI,  

S-PIRT, Izin Edar, Halal, HACCAP, BRC, Organic). 

 Pengembangan kemitraan usaha permodalan. 

 

Layanan bantuan hukum & konsultasi usaha bagi UMK 

 Penyuluhan Hukum; Konsultasi Hukum; Mediasi; Penyusunan Dokumen Hukum; 

Pendampingan di Pengadilan/di dalam Pengadilan. 

 

Pengembangan Wirausaha Produktif  
 (Konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha, pengembangan teknologi 

informasi wirausaha, inkubasi usaha, pengembangan ekosistem bisnis wirausaha, 

perluasan akses permodalan dan pembiayaan wirausaha). 

Pengembangan Koperasi Modern 

 

4 

5 

6 

7 

9 

8 
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23 

https://bit.ly/2WZbuXX
https://tiny.cc/whitebookeddy


TERIMAKASIH 
DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO 

 

 

@KemenkopUKM kemenkopukm www.kemenkopukm.go.id 
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BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) 
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REALISASI BPUM 2021 

9.800.000  
Pelaku Usaha Mikro 

TAHAP 1 Rp 11.760.000.000.000,- 

11.843.302  
Pelaku Usaha Mikro 

TOTAL 
(30 Juli 2021) 

Rp 14.211.962.400.000,- 

2.043.302  
Pelaku Usaha Mikro 

TAHAP 2 Rp 2.451.962.400.000,- 

Catatan: Optimalisasi penyaluran sampai akhir Agustus 2021, telah dilakukan dengan koordinasi dan 

penyampaian surat  Deputi Usaha Mikro ke Dinas yang membidangi KUMKM didaerah terkait usulan calon 

penerima BPUM. 
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Uraian KUR Super Mikro 
KUR Mikro 

 KUR Kecil 
KUR Khusus KUR TKI 

Suku Bunga 6% efektif per tahun 6% efektif per tahun 6% efektif per tahun 6% efektif per tahun 6% efektif per tahun 

Subsidi Bunga 13% 10.5% 5.5% 5.5% 14% 

Plafon 
Rp 0 – Rp10 juta per 
Penerima KUR 

Diatas Rp 10 – Rp50 juta 
per Penerima KUR 

Diatas Rp50 juta – 
Rp500 juta per 
Penerima KUR 

Rp 0 – Rp500 juta 
per Penerima KUR 

Rp 0 – Rp25 juta per Penerima 
KUR 

Total akumulasi  Plafon Tidak dibatasi 

•Sektor produksi : tidak 
dibatasi •Sektor non 
produksi (perdagangan) : 
Rp200 juta per Penerima 
KUR 

Rp500 juta per 
Penerima KUR 

Rp500 juta per 
Penerima KUR 

Rp25 juta per Penerima KUR 

Agunan pokok 
usaha atau obyek yang 
dibiayai oleh KUR 

usaha atau obyek yang 
dibiayai oleh KUR 

usaha atau obyek 
yang dibiayai oleh 
KUR 

usaha atau obyek 
yang dibiayai oleh 
KUR 

usaha atau obyek yang 
dibiayai oleh KUR 

Agunan tambahan tidak dipersyaratkan 
tidak diwajibkan dan 
tanpa perikatan 

sesuai kebijakan/ 
penilaian Penyalur 
KUR 

sesuai kebijakan/ 
penilaian Penyalur 
KUR 

tidak diwajibkan dan tanpa 
perikatan 

Ketentuan Tambahan 
Belum pernah menerima 
KUR 

Berkelompok dan 
ada mitra usaha 

SKEMA KUR 2021 
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Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Pertanggal 8 Agustus 2021 

Realisasi Penyaluran KUR sampai 8 Agustus 2021 sebesar Rp.148,44 triliun kepada 

4.001.687 debitur atau 58,52% dari target penyaluran KUR sebesar Rp.253,64 triliun.  

REALISASI PENYALURAN KUR TAHUN 

2021 

SKEMA DEBITUR REALISASI (Rp.) TARGET (Rp.) % 

KUR Super Mikro 751.486         6.622.531.752.241        41.829.130.000.000  15,83 

KUR Mikro 2.979.364       89.599.119.242.808      130.954.510.000.000  68,42 

KUR Kecil  269.858       52.205.822.709.140        80.298.750.000.000  65,01 

KUR Penempatan TKI 979              14.769.165.974             565.000.000.000  2,61 

TOTAL 4.001.687      148.442.242.870.163      253.647.390.000.000  58,52 
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